A.

BAB YV

PENUTUP
Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat disimpulkan

bahwa:

1)

2)

Sistem pengupahan pada PT. Smaglobal Food dilakukan pembagian upah
dalam kurung waktu dua minggu sesuai kesepakatan bersama dengan para
pekerja, pihak perusahaan juga mengatakan terkait upah lembur yang akan
diberikan. Meskipun hal tersebut hanya dikatakan secara lisan bukan dibuat
secara tertulis, hal inilah yang mengakibatkan beberapa hak-hak pekerja tidak
terpenuhi, diantaranya adalah pembagian upah lembur yang tidak berjalan
sesuai dengan apa yang dikatakan oleh pihak perusahaan sehingga
mengakibatkan pekerja sering bekerja diluar jam kerja yang ditentukan karena
waktu kerja yang dilebihkan tidak masuk dalam hitungan lembur. Dalam
hukum Islam upah yang diberikan oleh perusahaan juga belum memenuhi
kareteristik Ekonomi Islam seperti, nilai keadilan dalam memberikan upah
atas jasa para pekerja dan kelayakan upah yang harus diterima pekerja belum
mencukupi kebutuhan pangan, sandang, dan papan. Berdasarkan paparan
diatas dapat diketahui bahwa PT. Smaglobal Food ini telah melanggar
ketentuan hukum Undang-undang No 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan dan belum memenuhi nilai-nilai hukum Islam.

Untuk perjanjian kerja di PT. Smaglobal Food tidak dibuat oleh pihak
perusahaan, padahal yang diketahui setiap perusahaan harus mempunyai

perjanjian kerja yang didalamnya melibatkan pekerja dan pihak perusahaan
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agar mengetahui hak dan kewajiaban masing-masing pihak., hal ini
dikarenakan perusahaan yang tidak membuat perjanjian kerja secara tertulis
dan tidak adanya peraturan perusahaan akan mengakibatkan hak-hak para
pekerja tidak terpenuhi dengan layak, para pekerja juga tidak bisa dilindungi
atau dijamin haknya oleh perusahaan. Para pekerja juga tidak mempunyai
wadah atau ruang untuk menyampaikan apa yang menjadi keresahan mereka
dalam bekerja maupun keresahan dalam penerimaan upah yang tidak sesuai
oleh perusahaan. Maka dari itu peraturan perusahaan dan perjanjian kerja
sangatlah penting untuk diadakan disetiap perusahaan guna melindungi
pekerja dan perusahaan agar tidak terjadinya hal-hal yang tak diinginkan
kedua bela pihak. Dalam hal ini dapat dilihat bahwa perusahaan juga tidak
memenuhi ketentuan hukum dalam Undang-undang Ketenagakerjaan
mengenai peraturan perusahaan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis maka saran yang

diberikan adalah:

1) Pemilik perusahaan seharusnya memberikan itikad yang baik kepada pekerja
dan jaminan yang baik berupa jaminan kesehatan, konsumsi dan upah yang
layak, sebagai bentuk kesejahteraan kepada pekerja dalam melakukan apa
yang menjadi kewajiban mereka. Pengusaha seharusnya memberikan respect
yang baik kepada pekerja sesuai dengan apa yang di kontribusikan pekerja ke
perusahaan. Pemilik perusahaan baiknya melakukan upaya peninjauan ulang

sistem pengupahan yang berlaku agar keadilan secara internal dan eksternal
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dapat terpenuhi dan tidak terjadinya penyimpangan atau menguntungkan salah
satu pihak tetapi menguntungkan semua pihak yang terlibat sehingga
perusahaan bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Perusahaan juga
harus lebih memperhatikan keadilan dalam pemberian upah sehingga pekerja
bisa mendapatkan upah sesuai dengan apa yang dikerjakan dan tidak merasa
dirugikan. Kelayakan dalam pemberian upah harus memenuhi standar agar
menunjang perekonomian keluarga pekerja, sesuai dengan apa yang telah
dijelaskan dalam prinsip-prinsip pemberian upah dalam Ekonomi Islam

PT. Smaglobal Food harus lebih memperhatikan hak pekerja dan
tanggungjawabnya sebagai pemberi pekerjaan seharusnya bisa membuat
perjanjian kerja dan peraturan perusahaan agar lebih efektif dalam mengambil
kebijkan ketika terjadinya hal-hal yang berselisih antara pekerja, pihak
perusahaan maupun sesama pekerja. Adanya perjanjin kerja dan peraturan
perusahaan guna untuk menghindari berbagai macam problem sehingga tidak
ada pihak yang merasa haknya dirugikan. Perusahaan seharusnya memberikan
upaya perlindungan yang baik kepada kepada para pekerja sesuai dengan apa
yang telah dipertegaskan dalam UU sehingga pekerja merasa nyaman, aman
dalam melakukan kewajibannya. Untuk para pekerja juga seharusnya bisa
lebih mengambil tindakan bersama para pekerja lainnya ketika terjadinya
kesewenangwenangan dari pihak perusahaan, pekerja juga bisa
memberitahukan kepada pihak narketrans bahwa hak-hak mereka tidak
terpenuhi dengaan semestinya sehingga, masalah ini bisa di negosiasi dan

perusahaan bisa memberikan itikad yang baik.
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LAMPIRAN-LAMPIRAN

Pedoman Wawancara

. Apa alasan saudara bekerja di PT. Smaglobal Food?

Bagaimana prospek kerja di PT. Smaglobal Food?

. Apakah pembagian upah selalu dilakukan tepat waktu?

Berapa jumlah upah kerja yang diterima pekerja dari PT. Smaglobal Food?

. Apakah terdapat upah dari jam kerja yang dilebihkan?

Menurut saudara apakah upah kerja yang diberikan oleh PT. Smaglobal
Food sudah sesuai atau tidak?

Apakah upah yang diterima memenuhi kebetuhan sehari-hari?

Apakah pihak perusahaan memberikan konsumsi/ makanan kepada para
pekerja?

Apakah adanya tanggungan kesehatan bagi para pekerja?

Apakah upah yang diterima membantu atau mendukung perekonomian
keluarga?

Apakah ada perjanjian kerja yang dilakukan antara pekerja dengan pihak
perusahaan?

Apakah perusahaan memiliki peraturan perusahaan?

. Bagaimana keadaan peraturan perusahaan terhadap jaminan kerja yang

dilaksanakan?
Apakah memiliki sanksi jika dilanggar peraturan perusahaan tersebut?

Apakah ada tempat untuk pekerja mengemukakan pendapat atau saran?
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Gambar 5. Wawancara dengan Nurlia ( sebagai pekerja pada
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